
BUPATI KCTABARU

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KGTABARU

NGMOR 3 TAHUT.J 2A24

TENTAI{G

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH

KAB{jPATENKCTAEARL]NGMGR2].TA}.IUN2oi6TENTAI\IG
PEMBENTUKANDANSUSUNANPERANGKATDABRAH

DE}{GAN R,{HMA? TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang a. bahrn'a Riset 'dan Inovasi Daerah ciilakukan dalam

rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang

merupakan bagian dari memajukan kese-iahtei'aai:r

umum sesuai dengan tujuan nasional dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Ind.onesia Tahua 1945 yang di implementasikan

Pemerintah Daerah melaiui Perangkat Daerah;

b. bahr,va dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan

Daerahyangefektifdar:efisienclaiarrrpelaksanaan
pembangtlrr?rr dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat serta optimalisasi untuk meningkatkan

efektivitas kinerja Perangkat Daerahdalam memberikan

pelayanaii kepacla masyarakat secara maksimaL' perlu

melakukanperubahanatassusunanPerangkatDaerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan

PresidenNomorTstahun2a2LtentangBadanRisetdan
Inovasi Nasional, perh-i melakukari perubahan

nomenklatur Perangkat Daerah dalam ketentuan

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 2l
Tahun 2A16 tentang Pemi:entukan dan Susunan

Perangkat Daerah;

d" bahwa herdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksr:clpadahu-r'ifa,hurufbrdanhurufcperlr-r
rnenetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan

Keernpat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bupati

KotabaruNomor2lTaLrun2al6tentangPembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah;



Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undangundang Damrat Nomor 3 Tahun

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

Katimantan [t emUaran Negara Republik Indorresia

Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor L2 Tahun ZOLL tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zOlL

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

NomorlsTahun2az2tentangPerubahanKedua
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A22

Nomor 1"43, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nornor 68OU;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2a|4 Nomor 244, Tambahan

LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomorSSST)
sebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2A23

tentangPenetapanPeraturanPemerintahPengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerla Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4t '
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

S.Undang-UndangNomor30Tahun2oL4tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 292'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomors6ousebagaimanatelahdiubahbeberapakali
terakhirdenganUndang-UndangNomor6Tahun
2o2gtentangPenetapanPeraturanPemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2A22

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2a2S
Nomor 4L, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);



6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang

provinsi KalirJantan Selatan (Lembaran Negara

Republik Indonesja Tahun 2022 Nomor 68'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 67791;

7. Undang-Undang Nomor 2A Tahun 2023 tentang

eparatur Sipil Negara{Lembaran Negara Republik

Indonesia iufrl,tt 2AZg Nomor L4L ' Tambahan

LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor6S9Tl;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor LL4'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Ta}run 2O19 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran

NegaraRepubliklndonesiaTahunzOLgNomorlST);

9. Peraturan Pemerintah Nomor l L Tahun 2AL7 rcntang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun zOtT Nomor 63'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan

PeraturanPemerintahNomorlTTahun2o2otentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2AL7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A2O

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 64771;

10. Peraturan Pemerintah Nomor LT Tah:un zOrc tentang

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 62A6| sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor t2

Tahun 2O22 tentang Forum Koordinasi Fimpinan di

Daerah(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun
2022 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 677Ol'1

ll.PeraturanPresidenNomorTsTahun2o2ttentang
BadanRisetdanlnovasiNasional(BeritaNegara
Republik Indonesia Tahun 2A2L Nomor l92l;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun

flALT tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat

DaerahProvinsidanDaerahKabupaten/Kotayang
Melaksanakan Pungsi Penunjang Penyelenggaraan

urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ot7 Nomor L97l;



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun

zOLg Tentang Klasilikasi, Kodefikasi' Dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah {Berita Negara Republik Indonesia

Tahun z0tg Nomor 14a7l;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun

zoz|TentangKode,DataWilayahAdministrasi
Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2L Nomor 13912);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nornor 21

Tahun2al6tentangPembentukandanSusunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

KotabaruTahun2016Nomor2l.)sebagaimanatelah
diubahbeberapaka]iterakhirdenganPeraturan
DaerahKabupatenKotabanrNomor2oTahun2a22
tentangPerubahanKetigaAtasPeraturanDaerah
KabupatenKotabaruNomor2lTahun2oL6tentang
PembenhrkandanSusunanPerangkatDaerah
(LembaranDaerahKabupatenKotabaruTahun2022
Nomor 2O);

Dengan Persetr.liuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAI{TAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN

KABUPATEN KOTABARU NOMOR 21 TAHUN 2OL6

PEMBENTUKANDANSUSUNANPERANGKATDAERAH.

DAERAH
TENTANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peratrrran Daerah Kabupaten

Kotabaru Nomor 2L Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Kotabaru Tahun 201.6 Nomor .2L, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabanr Nomor 1 Tahun 2OL9

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten

Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Kotabaru Tahun zALg Nomor 1);

);



b.PeraturanDaerahKabupatenKotabaruNomorSTahun2oL9
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten

KotabamNomor 21 Tahun zarc tentang pembentukan dan

SusunanPerangkatDaerah(LembaranDaerahKabupaten
Kotabaru Tahun }Otg Nomor 8);

c. Nomor 2A Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2aL6

tentangPembentukandarrSusunanPerangkatDaerah
{LembaranDaerahKabupatenKotabaruTahun2a22Nomor
zat,

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah.

ie) f"t""gkat Daerah sebagaimana pada ayat (1)' dengan susunall

sebagai berikut:
a. sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru menrpakan

Sekretariat Daerah TiPe A;

b.InspektoratDaerahKabupatenKabupatenKotabaru
merupakan InsPektorat TiPe A;

c. Sekretariat Opnp Kabupaten Kotabaru merupakan

Sekretariat DPRD TiPe B;

d. Dinas Daerah, terdiri dari:
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

pendidikan dan urusan pemerintahan bidang

kebudaYaan;
2.DinasKesehatanTipeAmenyelenggarakanurusan

pemerintahan bidang kesehatan;

3. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tipe A
menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang tenaga

kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;

4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tpe A

menyelenggarakan urusair pemerintahan bidang

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak'

pengendalianpendudukdankeluargaberencana;
S.DinasKependudukandanPencatatansipilTipeA

menyelenggarakan uru$an pemerintahan bidang

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

6. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan

bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang

persandian;



7. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A

menyelenggarakanurusanpemerintaharrbidangKoperasi,
usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang

Perindustriandanurusanpemerintahanbidang
perdagangan;

g. Dinas Pariwisata, Pemuda dan olahraga Tipe A

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

pariwisatadar^urusanpemerintahanbidangkepemudaan
dan olahraga;

g. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A
mernpunyai tugas menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang ketahanan pangan dan urusan

pemerintahan bidang Pertanian;
l0.SatuanPolisiPamongPrajadanPemadamKebakaranTipe

A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

ketentraman dan ketertiban umum sub urusan

perlindunganmasyarakatdansuburusankebakaran;
1 1. Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Tipe B

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

pekerjaan umum dan Penataan ruang;

12. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan

urusan pemerintahan bidang kehutanan;

13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B
menyelenggarakanurusanpemerintahanbidang
pemberd a1aan masYarakat dan desa;

L4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

perpustakaan d'an urusan pemerintahan bidang kearsipan

15, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang Penallarnan modal;

16.DinasPerikananTipeBmenyelenggarakanurusall
pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;

L7. Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan

TipeBmenyelenggarakanurusanpemerintahanbidang
perumahanrakyatdankawasanpernrukimandanurusa$
pemerintahan bidang Pertanahan;

18. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urus€ur

pemerintahan bidang Sosial;

lg.DinasPerhubunganTipeCmenyelenggarakanurusal}
pemerintahan bidang Perhubungan;

e. Badan Daerah terdiri dari:
l.BadanPerencanaanPembangullafi,Risetdanlnovasi

DaerahTipeAmelaksanakanfungsipenunjangulalsan
penunjani p"t"rr"anaan dan fungsi penunjang Riset dan

Inovasi;



2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A

melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan

bidang Keuangan;
3. Badan penda[atan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi

penunjang urusan pemerintahan keuangan;

4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia tipe g melaksanakan fungsi penunjang urusan

pemerintahan bidang kepegawaian' pendidikan dan

pelatihan;
S.BadanKesatuanBangsadanPolitik,denganintensitas

dan beban kerja besar yang melaksanakan Urusan

Pemerintahandibidangkesatuanbangsadanpolitik;dan
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam

melaksanakanfungsipenanggulanganbencanadaerah;

f. Kecamatan terdiri dari:
1. Kecamatan Rrlau Sembilan TiPe A;

2. Kecamatan Pulau Laut Barat Tipe A;

3. Kecamatan Rrlau Laut Selatan Tipe A;

4. Kecamatan Pulau Laut Timur Tipe A;

5. Kecamatan Pulau Sebuku TiPe A;

6. Kecamatan Pulaulaut Utara Tipe A;

7. Kecamatan Kelumpang Selatan Tipe A;

8. Kecamatan KelumPang Hulu TiPe A;

9. Kecamatan Kelumpang Tengah Tipe A;

LO. Kecamatan Kelumpan g TJtaraTipe A;

1 1. Kecamatan Pamukasr Selatan Tipe A;

12. Kecamatan SamPanahan TiPe A;

13. Kecamatan Pamukan Utara TiPe A;

14. Kecamatan HamPang TiPe A;

15. Kecamatan Sungai Durian TiPe A;

16. Kecamatan Pulau Laut Tengah Tipe A;

17. Kecamatan Kelumpang Hilir Tipe A;

18. Kecamatan Kelumpang Barat Tipe A;

19. Kecamatan Pamukan Barat TiPe A;

20. Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Tipe A;

21. Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar Tipe A; dan

2l.Kecarrra.tan Pulaulaut Sigam Tipe A'

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

pembentukan uPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PasaT 7

dan Pasal I diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada

ketentuan perafi-rran peraturan perrrndang-undangan'



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1Januari2025'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundall'gan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Kotabaru.

DitetaPkan di Kotabaru

OTAUG

Diundangkan di Kotabaru

pada tanggal 0 7 AUG 2024

SEKRETARIS DAERAH,

SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2A24 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH
pRovINSI KALIMANTAN SELATAN (3-56 I 2A2q

KABUPATEN KOTABARU


